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ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang
semakin pesat saat ini sangatlah memungkinkan masyarakat untuk bisa mengakses
informasi apa saja yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemenag ingin
berupaya meningkatkan kualitas kinerja pelayanan administrasi nikah pada Kantor
Urusan Agama (KUA) dengan melalui perbaikan pelayanan berbasis IT. Salah satu
program yang diterapkan yaitu penerapan kartu nikah. Kartu nikah tersebut
merupakan bukti dokumen tambahan dari KUA yang memiliki QR Code yang
berbasis digital, jika di scan akan memunculkan data informasi yang lengkap
tentang status pernikahan, nama dan photo pasangan pengantin dan tanggal, tempat
pelaksanaan pernikahan. Kartu nikah ini juga memiliki kelebihan dari buku nikah
yaitu ukuran yang kecil dan tipis sehingga memudahkan untuk dibawa kemana-
mana, tidak mudah rusak dan tidak mudah dipalsukan karena adanya QR
Code/barcode yang terhubung langsung ke SIMKAH web.

Jenis penelitian ini adalah penelitian (field research) lapangan, yakni
pengantar langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang
relevan. Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris
yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan.
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian
analisis kualitatif. Dalam metode pengumpulan data menggunakan analisis data
melalui wawancara, dokumentasi, observasi, serta menentukan subyek dan obyek
penelitian. Untuk pengolahan data dilakukan dalam bentuk analisa kualitatif
deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program kartu nikah di
Kantor Urusan Agama Depok telah berjalan baik dan efektif. Program kartu nikah
ini dimulai sejak awal Februari 2019, sehingga pengantin akan langsung
mendapatkan 2 dokumen pencatatan perkawinan yaitu buku nikah dan kartu nikah
setelah akad selesai. Dilihat dari maslahat program kartu nikah di era digital ini,
sangatlah jelas bermaslahat, sebab kartu nikah sebagai bentuk pencatatan
perkawinan terbaru memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan itu
sendiri. Kartu nikah ini juga tidak bertentangan dengan magashid syariah dan
adanya kriteria menghilangkan kesulitan yaitu mudah dibawanya kemana-mana,
tidak mudah rusak dan memudahkan siapa saja untuk mengetahui informasi
pernikahan.

Kata Kunci : Efektivitas, Maslahat, Kartu Nikah, Pencatatan Perkawinan.



ABSTRACT

Along with the development of information and communication technology
that is increasingly rapid nowadays, it is possible for people to be able to access
whatever information needed in their daily lives. The Ministry of Religion wants to
try to improve the quality of marital administration service performance at the
Office of Religious Affairs (KUA) through improving IT-based services. One of
the implemented programs is the application of a marriage card. The marriage card
is additional documentary evidence from the KUA that has a digital-based QR
Code, if scanned it will display complete information data about marital status, the
name and photo of the bride and the date, the place of the wedding. This marriage
card also has the advantage of a marriage book, which is small and thin, making it
easy to carry everywhere, not easily damaged and not easily faked because there is
a QR Code/barcode that directly connected to SIMKAH web.

This type of research is field research, which is a direct introduction to the
object under study to obtain relevant data. While the approach used is an empirical
juridical approach that is done by looking at the reality that exists in field practice.
The method used in this study is a qualitative analysis research method. In the
method of data collection using data analysis through interviews, documentation,
observation, and determining the subjects and objects of research. Data processing
is done in the form of descriptive qualitative analysis.

The results showed that the implementation of the marriage card program at
the Depok Office of Religious Affairs had been running well and effectively. The
marriage card program began in early February 2019, so the bride will immediately
get two marriage registration documents, namely a marriage book and marriage
card after the contract completed. Judging from the significance of the marriage
card program in this digital era, it is obvious that it is crucial since a marriage card
as a form of the latest marriage registration provides legal protection for the
marriage itself. This marriage card also does not conflict with magashid sharia, and
there are the criteria for eliminating difficulties which are easy to carry everywhere,
not easily damaged and make it easier for anyone to find out information about
marriage.

Keywords: Effectiveness, concerns, Marriage Cards, Marriage Records.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
lej FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN TESIS
Hal : Tesis Saudara ljai Abdul Kodir Ghani, S.H

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu’alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Ijai Abdul Kodir Ghani, S.H
NIM : 17203010070
Judul : Efektivitas Dan Maslahat Kebijakan Program XKartu Nikah Di Era

Digital (Studi di Kantor Urusan Agama Kec. Depok Kab. Sleman)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana Magister Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat
segera dimunaqgasyabkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu’alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

1

Yogyakarta, 22 Juni _ 2019 M.
Syawal 1440 H.

Pembimbing,

Dr. Agus Moh.Najib, M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 601



KEMENTERIAN AGAMA
@\ UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
D’D FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JI. Marsda Adlaucnpto Telp (0274) 512840 T‘dx (0274) 545014 Yogyakarta 55281

- PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-478/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul :EFEKTIVITAS DAN MASLAHAT KEBIJAKAN PROGRAM KARTU NIKAH DI
ERA DIGITAL ( STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DEPOK
KABUPATEN SLEMAN )

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JAI ABDUL KODIR GHANI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa 1 17203010070

Telah diujikan pada : Selasa, 10 September 2019

Nilai ujian Tugas Akhir T A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

g™

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Dr. Fathorgahman, S.Ag., M.Si..
NIP. 19%50630 200604 1 001 NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 10 September 2019
UIN Sunan Kalijaga
Edkultas Syari'ah dan Hukum
, ,\ Dekan

oh. Najib, S.Ag., M.Ag.
10430 199503 1 001

1/1 11/09/2019



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jjai Abdul Kodir Ghani, S.H
NIM : 17203010070

Jurusan : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas
dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan

plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Juni 2019

. Sava vaong menyatakan,

NIM. 17203010070

Vi



MOTTO

Helbahagiaan akan tevasa lebify
manis, lewat sebuah perjuangan

yangoe/penuﬁﬁau

Jidat masalah seberapa lambat
kau bevjalan, asalkan kau tidak



HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk yang selalu mendukung serta mendo’akanku
dengan penuh harapan dan kasih sayang, maka dengan
penuh ikhlas akan ku persembahkan tesis ini sebagai
ungkapan terima kasihku untuk:

KELUARGA & SAHABAT
Yang selalu
Memberikan semangat, dukungan serta do’anya.

Dan

Kampusku Tercinta
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

viii



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi kata-kata Arab ke dalam Kkata-kata latin yang dipakai dalam
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O ta’ t te
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nun n en
5 wawu W we
° ha’ h ha
c hamzah ‘ apostrof
S y& y ye

Il. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

4

A ditulis Sunnah
ile ditulis “illah
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V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis a
UL“‘N‘“‘\ ditulis Istihsan
2. Fathah + ya’ mati ditulis a
ol ditulis Unsa
3. Kasrah + ya’ mati ditulis 7
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¢ Lol ditulis an-Nisa’

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

s A Jal ditulis ANl al-Ra vi
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangn teknologi informasi dan komunikasi yang
semakin pesat saat ini sangatlah memungkinkan masyarakat untuk bisa
mengakses informasi apa saja yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-
hari, seolah-olah tidak ada batasannya. Sebab dengan terintegrasinya sistem
teknologi dan informasi ini juga berdampak kepada lembaga publik seperti
pemerintah daerah.

Teknologi informasi dan komunikasi tersebut dapat digunakan untuk
menunjang dalam sistem operasional dan manajerial dari berbagai kegiatan
institusi yang di dalamnya termasuk kegiatan pemerintahan dalam hal
penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat.

Sistem informasi yang baik merupakan hal yang mutlak harus dimiliki oleh
sebuah instansi yang secara tidak langsung menuntut setiap instansi dapat
beroperasi lebih efektif, efisien, terkendali dan salah satu cara untuk
memperbaiki pelayanannya. Penggunaan teknologi informasi melalui sistem
informasi bukan saja akan meningkatkan kualitas serta kecepatan informasi yang
dihasilkan bagi manajemen akan tetapi dengan teknologi informasi yang sesuai
akan dapat menciptakan suatu sistem informasi manajemen yang mampu
meningkatkan integrasi dibidang informasi dan operasi diantara berbagai pihak
yang ada di suatu organisasi baik organisasi lokal maupun organisasi global.

Begitu pula sistem informasi dalam urusan pernikahan.



Untuk sahnya suatu pernikahan ditinjau dari sudut keperdataan adalah jika
perkawinan sudah dicatat atau didaftarkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor
Urusan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya.! Selama perkawinan ini
belum terdaftar, perkawinan itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan
hukum negara Indonesia sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata
cara menurut ketentuan agama. Sedangkan bilamana yang ditinjau sebagai suatu
perbuatan keagamaan pencatatan nikah hanyalah sekedar memenubhi
administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu
perkawinan.?

Ketentuan mengenai pencatatan nikah diatur dalam undang-undang No. 1
Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 dan kompilasi hukum Islam
pasal 5 ayat 1 berbunyi “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat
Islam setiap perkawinan harus dicatat™.’

Pencatatan nikah ini sangatlah penting dilaksanakan oleh pasangan
mempelai sebab buku nikah yang mereka perolen merupakan bukti otentik

tentang keabsahan pernikahan baik secara agama maupun Negara Indonesia.

Dengan buku nikah, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang

! Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang
No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lihat dalam Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan
Indonesia, (Jakarta: UI Press, 1986), him. 175.

2 Syaharani, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Alumni, tt),
hlm. 10.

3 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Isiam (Jakarta:
Departemen Agama, 2001), hlm. 15.



dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli
waris.*

Buku nikah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan langsung oleh
Kementerian Agama Republik Indonesia. Seiring dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat saat ini, Kemenag ingin
berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan administrasi nikah pada
Kantor Urusan Agama (KUA) dengan melalui perbaikan pelayanan pencatatan
perkawinan berbasis IT (Information and Technology).

Salah satu program yang mulai diterapkan sekarang ini oleh Kementerian
Agama adalah penerapan program kartu nikah. Kartu nikah tersebut merupakan
kartu yang memiliki QR code yang berbasis digital yang jika discan akan
memunculkan data informasi yang lengkap tentang status pernikahan, nama
lengkap sendiri beserta pasangan dan tanggal pernikahan. QR code tersebut akan
terhubung langsung dengan data-data pasangan pengantin dari aplikasi Sistem
Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) web.®

Kartu nikah ini juga merupakan implikasi dari pengembangan aplikasi
SIMKAH yang sudah lebih dulu ada. SIMKAH sendiri merupakan suatu aplikasi
komputer, yang dapat terhubung dengan internet, yang berfungsi untuk
mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di

wilayah Republik Indonesia secara “On-line”. Program ini menggunakan teknik

4 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006),
hlm. 17.

5 Kemenag: Pengantin Dapat Buku dan Kartu Nikah,

https://yogyakarta.kemenag.go.id/index.php/web/berita/kemenag-pengantin-dapat-buku-dan-kartu-
nikah, diakses pada tanggal 17 Januari 2019.



internet yang dipandang sebagai cara yang lebih tepat, cepat dan aman selain
teknik Back-Up dari yang konvensional.

Salah satu tujuan dari program kartu nikah ini adalah dapat dengan mudah
mengecek identitas mempelai dari berbagai kemungkinan, serta dapat mengecek
nomor seri yang kemungkinan ganda, sehingga mengurangi kesalahan dan
pemalsuan. Hal-hal yang diperlukan dalam program ini adalah adanya sistem
penyeragaman data, serta Back-Up data yang harus terintegrasi.

Kartu nikah juga sebagai salah satu dokumen pelengkap status pernikahan
untuk masyarakat Indonesia. Kartu nikah ini diluncurkan sebagai bentuk inovasi
dokumen pelengkap yang mudah dibawah kemana-mana layaknya e-ktp.

Memberlakukan kartu nikah tersebut dinilai sebagai upaya pemerintah kota
Yogyakarta untuk meningkatkan pencatatan pernikahan dan diharapkan mampu
mengurangi buku nikah yang kerap dipalsukan. Hal ini sesuai dengan misi dari
Kantor Urusan Agama Depok yaitu meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan
nikah dan rujuk.®

Kantor Urusan Agama Depok menjadi salah satu dari kecamatan yang
disebar pertama dalam pelaksanaan kebijakan kartu nikah di Yogyakarta. Pada
tahun 2018 Kemenag DIY menerima kartu nikah dari Kemenag pusat sebanyak
15.000 kartu untuk 7500 pasang untuk dijadikan proses awal dari pemberlakuan

kartu nikah, dan nantinya akan ditingkatkan jumlahnya.’

6 Visi, Misi, dan Motto Layanan KUA Depok,
http://kuadepoksleman.blogspot.com/2016/07/visi-misi-dan-motto-layanan-kua-depok.html,
dikases tanggal 25 Maret 2019.



Kantor Urusan Agama Depok sejak awal tahun 2019 hingga awal bulan
Maret 2019, laporan data peristiwa nikah di Kabupaten Sleman Yogyakarta
memiliki tingkat pernikahan tertinggi ialah Kecamatan Depok sebanyak lebih
dari 120 pernikahan dan ini melampaui Kecamatan lainnya yang ada di
Kabupaten Sleman Yogyakarta.® Kantor Urusan Agama Depok telah menerima
bahan baku kartu nikah sebanyak 830 buah untuk 415 pasangan calon
pengantin.’

Berangkat dari uraian-uraian diatas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih
lanjut di Kantor Urusan Agama Depok, sejauh mana efektivitas kartu nikah
tersebut guna menunjukkan keseriusannya dalam peningkatan pelayanan
pencatatan perkawinan di era digital ini. Berbagai data lapangan yang
didapatkan penyusun akan dianalisis secara menyeluruh guna melihat
Efektivitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah Di Era Digita (Studi
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memberikan rumusan
masalah dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah efektivitas program kartu nikah di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Depok Kabupaten Sleman?

"Wawancara dengan Rokhmat Ismail, jabatan sebagai Penyusun Bahan Pembinaan KUA
Kemenag DI1Y, kota Yogyakarta, tanggal 18 Januari 2019.

8 Kemenag DIY, Laporan Data Peristiwa Nikah Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2019,
http://simkah.kemenag .go.id/infonikah/grafik/datanikah, diakses tanggal 3 Maret 2019.

% Wawancara dengan Bapak Sarmuji, jabatan Pengolah data/operator simkah KUA
Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, yogyakarta, tanggal 30 april 2019 Pukul 10.00 WIB.



2. Bagaimanakah kemaslahatan program kartu nikah di era digital?
C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas maka tujuan
penelitian ini adalah:
a. Mendeskripsikan efektivitas program kartu nikah di Kantor Urusan

Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

b. Mendeskripsikan kemaslahatan program kartu nikah di era digital.
2. Kegunaan
a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1) Bahan masukan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Kantor Urusan Agama
Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

2) Sebagai bahan masukan penelitian lebih lanjut di masa yang akan
datang, tentang administrasi pencatatan nikah khususya kartu nikah.

3) Mengembangkan materi hukum dengan data-data dari lapangan sebagai
pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1) Memberikan rekomendasi pertimbangan kebijakan-kebijakan yang
dapat diambil oleh pemerintah pusat terhadap upaya meningkatkan
kualitas dan kinerja pelayanan pada Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan.



2) Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam rangka membangun
paradigma yang memahami dan memandang perlu serta pentingnya
perkawinan tercatat khususnya penghimpunan data melalui layanan
Program Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH).

D. Telaah Pustaka

Berdasakan hasil bacaan dan penelusuran penulis terhadap beberapa topik
kajian karya ilmiah menyangkut efektivitas dan maslahat kebijakan program
kartu nikah baik dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis dan desertasi, penulis
memperoleh beberapa tulisan, di antaranya adalah:

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Ali Akbar dengan judul “Pelaksanaan
Pelayanan Pernikahan Di Kua Kota Bengkulu.” dalam tesis ini memuat
penjelasan tentang pelaksanaan pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama
(KUA) di Kota Bengkulu dan hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi
oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu dalam pelaksanaan
pelayanan pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan
pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Selebar, KUA Kecamatan Ratu
Agung dan KUA Kecamatan Muara Bangkahulu belum semuanya maksimal,
pelaksanaan pelayanan belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
(SOP), sehingga masih ditemukan masyarakat yang membutuhkan pelayanan

terkesan lambat.1°

WAl Akbar, “Pelaksanaan Pelayanan Pernikahan Di Kua Kota Bengkulu”. Tesis
Universitas Bengkulu, 2015.



Kedua, Jurnal Hukum keluarga yang ditulis oleh Moh. Makmun, dan
Bahtiar Bagus Pribadi di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang
dengan judul “Efektifitas Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama
(Kua) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang”. Jurnal ini memuat
penjelasan tentang Efektifitas Pencatatan Perkawinan di KUA Kec. Tembelang
kab. Jombang. Hasil dari penelitiannya bahwa penerapan efektifitas pencatatan
perkawinan di KUA Kecamatan Tembelang kurang efektif. Hal ini disebabkan
kurangnya sosialisasi mengenai biaya pencatatan nikah yang sesungguhnya,
sehingga adanya opini masyarakat mengenai mahalnya biayanya pencatatan
nikah. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akibat perkawinan yang
tidak dicatatkan karena kebanyakan penduduk yang berpendidikan rendah
banyaknya asumsi masyarakat yang menilai perkawinan yang dicatatkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit atau mahal.*

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ayu Oktavia Nita dengan judul skripsi
“Penerapan Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Dalam Peningkatan
Mutu Pelayanan Nikah Di Kantor Urusan Agama Cimahi Selatan”. Skripsi ini
memuat penjelasan tentang realitas penerapan Simkah dalam upaya

meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pernikahan di KUA Cimahi

11 Moh. Makmun, dan Bahtiar Bagus, Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang ", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.
1: 1, (April 2016).



Selatan. Dilihat dari segi mekanisme Simkah, efektivitas program Simkah, dan
evaluasi program Simkah yang ada di KUA Cimahi Selatan.*?

Keempat, jurnal yang ditulis Nurfadilah Fajri Hujrriyah dengan judul
“Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatam
Galesong Utara Kabupaten Takalar”. Jurnal ini memuat penjelasan tentang
Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatam
Galesong Utara Kabupaten Takalar ditinjau dari 10 dimensi pelayanan yang
digunakan yaitu tangible (bukti fisik), reliable (kemampuan), responsiveness
(daya tanggap), competence (kompetisi), courtesy (kesopanan), credibility
(kredibilitas), security (keamanan), acces (akses), communication (komunikasi),
dan understanding the customer (kemampuan memahami pelangan).t®

Kelima, tesis yang ditulis oleh Syamsul Bahri dengan judul “Pelaksanaan
Pencatatan Pernikahan Di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan”. Di dalam
tesis ini memuat penjelasan tentang prosedur pencatatan pernikahan, intensitas
pencatatan pernikahan, analisa terhadap pandangan masyarakat kecamatan
medan labuhan terhadap pencatatan pernikahan, dan upaya penanggulangan

masalah Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan oleh P3N setempat.*

12 Ayu Oktavia Nita, Penerapan Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Dalam
Peningkatan Mutu Pelayanan Nikah Di Kantor Urusan Agama Cimahi Selatan”, Skripsi UIN Sunan
Gunung Djati Bandung, 2018.

13 Nurfadilah Fajri Hujrriyah, “Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar”, Jurnal Universitas Negeri Makassar,
2018.

14 Syamsul Bahri, “Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Di Kecamatan Medan Labuhan
Kota Medan”, Tesis UIN Sumatera Utara Medan, 2012.
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Keenam, skripsi yang ditulis oleh Isti Astuti Savitri dengan judul
“Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara”. Di
dalam skripsi ini memuat penjelasan tentang efektfitas, faktor penghambat serta
cara penanggulangannya pencatatan perkawinan di KUA Bekasi Utara.’®

Ketujuh, skripsi yang ditulis olen Nur Sari Rahayu dengan judul
“Efektivitas pelaksanaan pasal 9 pma no 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah
sebagai upaya meminimalisir pemalsuan identitas: studi kasus di KUA
Simokerto Kecamatan Simokerto Surabaya”. Di dalam skripsi ini memuat
penjelasan tentang efektivitas pelaksanaan pasal 9 PMA no. 11 tahun 20017
tentang pencatatan nikah, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan dan faktor
yang mempengaruhi pelaksanaannya.®

Tabel Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya:

Nama peneliti,
No Judul dan Tahun Penelitian Persamasl) Perbedaan
1 |Al Akbar, Pelaksanaan | Pembahasan | Fokus penelitian
Pelayanan Pernikahan di KUA | tentang tentang kartu
Kota Bengkulu, 2015. pelayanan nikah dan
berbasis rumusan
SIMKAH masalah
2 | Moh. Makmun, dan Bahtiar Bagus | Pembahasan Fokus penelitian
Pribadi, Efektifitas Pencatatan | tentang tentang kartu
Perkawinan Di Kantor Urusan | pencatatan nikah dan
Agama (Kua) Kecamatan | perkawinan rumusan
Tembelang Kabupaten Jombang, masalah
2016.

15 Isti Astuti Savitri, Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi
Utara, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

16 Nur Sari Rahayu, “Efektivitas pelaksanaan pasal 9 pma no 11 tahun 2007 tentang
pencatatan nikah sebagai upaya meminimalisir pemalsuan identitas: studi kasus di KUA Simokerto
Kecamatan Simokerto”, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
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Ayu Oktavia Nita, Penerapan | Pembahasan | Fokus penelitian
Simkah (Sistem Informasi | tentang tentang kartu
Manajemen Nikah) Dalam | pelayanan nikah dan
Peningkatan Mutu Pelayanan | berbasis rumusan
Nikah Di Kantor Urusan Agama | SIMKAH masalah
Cimahi Selatan, 2018.
Nurfadilah  Fajri Hujrriyah, | Pembahasan Fokus penelitian
Kualitas Pelayanan Pencatatan | tentang tentang kartu
Nikah Di Kantor Urusan Agama | pencatatan nikah dan
Kecamatam Galesong Utara | perkawinan rumusan
Kabupaten Takalar,2018. masalah
Syamsul  Bahri, Pelaksanaan | Pembahasan | Fokus penelitian
Pencatatan Pernikahan Di | tentang tentang kartu
Kecamatan Medan Labuhan Kota | pencatatan nikah dan
Medan, 2011 perkawinan rumusan
masalah
Isti Astuti Savitri, Efektifitas | Pembahasan | Fokus penelitian
Pencatatan Perkawinan Pada | tentang tentang  kartu
KUA Kecamatan Bekasi Utara, | pencatatan nikah dan
2011 perkawinan rumusan
masalah
Nur Sari Rahayu, Efektivitas | Pembahasan Fokus penelitian
pelaksanaan pasal 9 pma no 11 | tentang tentang kartu
tahun 2007 tentang pencatatan | pencatatan nikah dan
nikah sebagai upaya | perkawinan rumusan
meminimalisir pemalsuan masalah
identitas: studi kasus di KUA

Simokerto Kecamatan Simokerto
Surabaya, 2017.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori

adalah untuk menganalisis secara sistematis pada

pembahasan hasil

penelitian  nantinya,

setidaknya untuk menjelaskan,

memberi arti, memprediksi, meningkatkan dan sensitivitas penelitian.’

17 Sabian Utsman, Metodologi Penelitian Hukum Progresif; (Y ogyakarta: Pustaka Pelajar,

2014), hlm, 55.
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Berbagai teori yang nantinya akan dipaparkan adalah sebagai sarana untuk
menjawab rumusan masalah yang telah dituliskan pada bab sebelumnya dan
sebagai landasan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini. Dalam deskripsi
teori peneliti membahas tentang teori efektivitas dan teori maslahat.

1. Teori Efektivitas
a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti
berhasil, tepat atau manjur. Kata efektif biasanya digunakan dalam
kaitannya dengan manajemen, misalnya keefektifan organisasi,
keefektifan kepemimpinan, pengelolaan dan keefektifan program. Dalam
kamus besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang
berarti mempunyai nilai efektif, pengaruh atau akibat, bisa diartikan
sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil yang memuaskan.

Efektivitas juga dapat diartikan sebuah konteks perilaku yang
merupakan hubungan antara produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas,
kepuasan, sifat unggulan dan pengembangan.*®

Menurut pendapat Mahmudi mendefinisikan efektivitas, sebagai
berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan,
semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan,

maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”.°

1% Donni Juni Priansa dan Agus  Garnida. Manajemen Perkantoran;
Efektif; Efisiensi dan Profesional, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 11.

19 Mahmudi., Ak. Manajemen Kinerja Sektor Publik, (Yogyakarta: UPP Akademi
Manajemen Perusahaan YKPN, 2000) him. 92.
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T. Hani Handoko menyatakan bahwa efektivitas merupakan
kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat
untuk mencapai tujuan yang dapat ditetapkan. Hal ini terinspirasi dari
pernyataan seorang ahli manajemen Peter Dructer yang mendefinisikan
efektivitas dan efesiensi, menurut beliau efektivitas yaitu melakukan
pekerjaan yang benar (doing the right things), sedangkan efesiensi
adalah melakukan pekerjaan dengan benar (doing things right).2°

Berdasarkan pengertian tentang efektivitas di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa efektivitas adalah kemampuan organisasi secara nyata
untuk menjalankan dan menyelesaikan tugas yang benar dan tepat waktu.
Maka dalam hal ini efektivitas pelaksanaan kebijakan program kartu
nikah sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang
berbasis digital merupakan hal yang sangat diperlukan guna mendukung
kecepatan dan ketepatan dalam melayani masyarakat, serta menjadi
perhatian bagi Kementerian Agama mengingat sarana dan prasarananya
belum terintegrasi secara maksimal sehingga program yang menghabiskan
dana 1 milyar ini tidak menjadi sia-sia kedepannya.

b. Ukuran efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat

sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang

dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya.

20T, Hani Handoko, Manajemen Edisi 2 Cetak an Ke 18 , (Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta,
2003), him, 7.
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Menurut Sedarmayanti menyatakan bahwa efektivitas atau

efesiensinya kerja dapat tercapai apabila:

1) Berhasil guna atau efektif,

2) Ekonomis,

3) Pelaksanaan kerja dapat dipertanggungjawabkan,

4) Pembagian kerja nyata,

5) Rasionalitas wewenang dan tanggung jawab (rational of authorit dan
responsibility),

6) Prosedur kerja praktis, bekerja, dan dapat dilaksanakan (prakticable,
workable and applicable procedures).

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas
akan tercapai apabila berhasil guna atau efektif, ekonomis, pelaksanaan
kerjanya dapat dipertanggung jawabkan, terdapat pembagian kerja yang
nyata, rasionalitas wewenang dan tangung jawab terhadap keseimbangan,
serta terdapat prosedur yang praktis yang dapat dipahami oleh seluruh
pegawai di lingkungan kantor.

Pencapaian hasil suatu kinerja ini sebenarnya juga dapat dinilai
melalui:?

1) Pelaku, yaitu hasil yang diraih oleh individu (kinerja individu),

2) Kelompok (kinerja kelompok),

2L Sedarmayanti, Dasar-dasar pengetahuan manajemen perkantoran (Bandung: Mandar
Maju, 2001), him.114.

22 Yeremias T. Keban, enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan
Isu, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), him. 210.
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3) Institusi (Kinerja organisasi), dan

4) Suatu program atau kebijakan oleh institusi (kinerja program).
2. Teori maslahat

a. Pengertian

Secara etimologi, maslahah adalah turunan dari kata sa/uha-yasiuhu-
salih yang berarti (baik) yaitu lawan dari buruk atau rusak. Kata
maslahah adalah singular (mufrad) dari kata masalih yang merupakan
masdar dari as/aha yang bermakna mendatangkan kemaslahatan. Dengan
demikian, kata mas/ahah juga diartikan dengan as-Salah yaitu kebaikan
atau terlepas darinya kerusakan.??

Ungkapan bahasa Arab menggunakan maslahat dalam arti manfaat
atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan
manfaat kepada manusia.?* Sedangkan dalam arti umum, maslahat
diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik
dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan
atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti
menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung

manfaat patut disebut maslahat meskipun manfaat yang dimaksud

23 Ahmad bin Faris bin Zakariyya, Mu’jam Magayis al-Lugah, Juz 111 (bairut: Dar al-Fikr,
1979), him. 303.

24 Abdul Aziz Dahlan,, dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid IV (Jakarta: PT Ichtiar Baru
van Hoeve, 2001), him. 1143.
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mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan
bahaya atau kerusakan disisi lain.?®
Berdasarkan kaedah maslahat bahwa syara’ betujuan untuk
memelihara kemaslahatan umat manusia, maka dalam program terbaru
yang dikeluarkan olenh Kementerian Agama berupa kartu nikah, hal
tersebut menjadi suatu kemestian seperti halnya akte nikah yang telah
lebih dulu dikeluarkan yang tidak dapat diabaikan. Karena dengan kartu
nikah tersebut akan menjamin hak-hak dari berbagai pihak, sehingga
mampu tercapailah apa yang diinginkan oleh syara’ yaitu mendatangkan
kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
b. Maslahat menurut pandangan ulama
1) Maslahat menurut Iman al-Ghazali
Menurut teori imam al-Ghazali, maslahat adalah: “memelihara
tujuan-tujuan syari’at”. Sedangkan tujuan syari’at meliputi lima dasar
pokok, yaitu melindungi agama (hifz ad-Din), melindungi jiwa (hifz
an-Nafs); melindungi akal (4ifz al-Agl), melindungi kelestarian
manusia (4ifz an-Nasl); dan melindungi harta benda (4ifz al-Mal).?®
Imam al-Ghazali merupakan ulama pertama yang
membicarakan maslahat secara detail dan panjang lebar dengan

meletakkan asas dan metode tersendiri.2’

25 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Jilid 11 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 345.

% Abu Hamid Al- Ghazali,, al-Mustasta min “Ilm al-Usul, Juz | (Bairut: Dar al-Thya’ al
Turas al-‘Araby, 1997), him. 217.
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Imam al-Ghazali berpandangan bahwa maslahat hanya sebagai
metode dalam pengambilan hukum, dan bukannya sebagai dalil atau
sumber hukum.?® Oleh sebab itu beliau menjadikan maslahat sebagai
dalil yang masih bergantung kepada dalil lain yang lebih utama,
seperti al-Qur’an, al-Sunnah, dan ijma’. Jika maslahat bertentangan
dengan nash, maka ia tertolak sama sekali. Dalam hal ini beliau sangat
berhati-hati dalam membuka pintu maslahat agar tidak
disalahgunakan oleh kepentingan hawa nafsu manusia. Bahkan di
akhir dari pembahasan tentang maslahat dalam karyanya al-
Moustasyfa, Imam al-Ghazali menegaskan bahwa maslahat bukan
sumber hukum kelima setelah al-Qur’an, al-Sunnah, ijma’, dan giyas.
Jika ada yang menganggap demikian, maka ia telah melakukan
kesalahan, karena dalam pandangan Imam al-Ghazali maslahat
kembali kepada penjagaan maqasid al-Syari ‘ah dan merupakan hujah
baginya.?®

Para ulama sepakat akan hal ini, kecuali Imam al-Syatibi yang
berpandangan bahwa maslahat sebagai sumber hukum karena ia

bersifat ku//i (universal). Imam al-Syatibi menyatakan bahwa

27 Hayatullah Laluddin, et al, “Al-Maslahah (Public Interest) with Special Reference to al-
Imam al-Ghazali”, Jurnal Syariah, Vol. 14, No. 2, 2006, him. 103-120; Hayatullah Laluddin, “The
Concept of Maslahah with Special Reference to Imam al-Ghazali and Its Potential Role in
Islamization of Sociology”. Thesis Doktor of Philosophy, (Kuala Lumpur: Jabatan Figh dan Usul,
Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2006), hlm. 26-38.

28 Mahdi Faslullah, a/-Ijtihad wa al-Mantiq al-Figh 17 al-Islim, (Beirut: Dar al-Tali’ah, tt.),
hlm. 297.

2 Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustasta min “llm al-Usul, Tahkik oleh ‘Abdullah Mahmud
Muhammad ‘Umar, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘IImiyyah, 2008), hlm. 282-283.
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berhukum dengan sesuatu yang bersifat a/-Kulli merupakan hukum
gat 7 (pasti) dan para ulama sepakat akan hal ini.*

Kata maslahat merupakan bentuk umum (7jmal) dan ditujukan
guna pengambilan manfaat dan menolak mudarat. Konsep al-
Munasabat adalah kembali pada al-Magsad (tujuan) tertentu.3!

Imam al-Ghazali membagi maslahat menjadi tiga bagian:*?

a) Maslahat yang dibenarkan/ditunjukan oleh nash/dalil tertentu. Inilah
yang dikenal dengan maslahat mu tabarah. Maslahat semacam ini dapat
dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam dan
termasuk ke dalam kajian giyas. Dalam hal ini para pakar hukum Islam
telah konsensus.

b) Maslahat yang dibatalkan/digugurkan oleh nash/dalil tertentu. Inilah
yang dikenal dengan maslahat mulgah. Maslahat semacam ini tidak dapat
dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini
para pakar hukum Islam juga telah konsensus.

c) Maslahat yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang
membenarkan atau menolak/menggugurkannya. Maslahat inilah yang

dikenal dengan maslahah mursalah. Para pakar hukum Islam berbeda

A 30 Ahmad al-Raysuni, Nazariyyah al-Maqasid ‘ind Imam al-Syétibi, (Riyadh: al-Dar al-
‘Alamiyyah li al-Kutub al-Islami, Cet. 2, 1412 H/1992 M), hlm. 295-297.

31 Abu Hamid al-Ghazali, Syifd’ al-Ghalil fi Bayan al-Syabh wa al-Mukhil wa Masalik al-
Ta‘sil, Tahkik oleh Zakariyya ‘Amayrat, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999 M/1420 H), hlm.
79.

%2 Datu Syaikhu, "Teori Maslahah Al-Ghazali”, "https://aliboron.wordpress.com/
2010/10/26/teori-maslahah-al-ghazali, akses 16 februari 2019.
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pendapat apakah maslahah mursalah itu dapat dijadikan pertimbangan
dalam penetapan hukum Islam ataukah tidak.

Dengan pembagian semacam itu sekaligus dapat diketahui tentang
salah satu persyaratan maslahah mursalah, yaitu tidak adanya dalil
tertentu/khusus yang membatalkan atau membenarkannya.

2) Maslahat menurut Imam Asy-Syathibi
Menurut Imam Asy-Syathibi “jika aturan/hukum itu membawa
kepada kemaslahatan, maka aturan/hukum itu harus dijadikan sebagai
pegangan, dengan Kkriteria pertama Yyaitu tidak bertentangan dengan
Magashid al-Syariah yang dharuriyyah, hajiyyat dan tahsiniyyat, kedua
yaitu rasional, dalam arti bisa diterima oleh orang cerdikcendikiawan (ahl
al-dzikr), dan ketiga yaitu menghilangkan kesulitan.®
F. Metode Penelitian
Dalam menganalisa data yang diperlukan beberapa metode yang dipandang
relevan dan mendukung penelitian ini. Adapaun metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah metode penelitian lapangan, yaitu data-data
yang dijadikan rujukan dari penelitian ini merupakan fakta-fakta yang ada di

lapangan.3* Dalam penelitian ini, data ataupun informasinya bersumber dari

33 Asy-Syathibi. Al-Muwafagat fi Ushuli al Syariah. (Mesir : Al-Maktabah al-Tijariyah),
him. 172.

34 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,
2007), him. 28.
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Pemerintah, Pegawai Penyusun Bahan Pembinaan KUA Kanwil Kemenag
DI1Y, Pegawai Kantor Urusan Agama Kec. Depok seperti Kepala, Penghulu
dan Operator.
2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian menggunakan metode deskriftif. Data yang diperoleh
adalah dari metode pengumpulan data kualitatif. Metode kualitatif adalah
penelitian yang dilakukan berdasarkan aspek pemahaman terhadap suatu
masalah dengan menganalisa permasalahan tersebut dengan tujuan agar
memberikan pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan.

a. Wawancara, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara mendalam
dalam bentuk pertanyaan bebas dengan berbagai informan. Informan yang
digunakan dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja (purposive),
yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai
fokus penelitian mengenai efektivitas dan maslahat kebijakan program
kartu nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten
Sleman. Dalam hal ini penyusun mewawancarai beberapa narasumber
sebagai berikut:

1) Pegawai Penyusun Bahan Pembinaan KUA Kanwil Kemenag DIY,
2) Kepala KUA Kecamatan Depok,
3) Pengolah data atau operator SIMKAH KUA Kecamatan Depok,

4) Penghulu di KUA Kecamatan Depok,

% Noer Muhadjir, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Yogakarta: Reka Sarasin, 20012),
him. 62.
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5) Masyarakat penerima program kartu nikah.

b. Observasi,

Penyusun melakukan observasi langsung ke kantor
Kementerian Agama, serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok
Kabupaten Sleman guna memperoleh gambaran mengenai efektivitas dan
maslahat kebijakan program kartu nikah tersebut. Waktu yang digunakan
penyusun dalam penelitian ini sekitar 4 bulan, dari bulan Februari 2019
sampai Mei 2019.

c. Dokumentasi, dalam hal ini untuk melengkapi penelitian ini perlu
ditunjang dengan data dokumenter. Ini dilakukan peneliti dengan cara
mengumpulkan data yang relevan dan sudah terhimpun dan dikelola oleh
Kementerian Agama DIY dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok
Kabupaten Sleman sebagai berikut:

1) Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 693 Tahun 2018 tentang
Pemberian Kartu Perkawinan,

2) Surat edaran perihal pemberlakuan Aplikasi SIMKAH berbasis Web,
3) Foto kartu nikah, foto alat printer khusus kartu nikah serta jadwal nikah

selama bulan Februari 2019 sampai Mei 2019.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yakni
dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan.

Pendekatan ini dikenal pula dengan sebutan pendekatan secara sosiologis.

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengetahui secara langsung
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pelaksanaan program kartu nikah dan pengunaan program kartu nikah di
masyarakat.
4. Metode analisis

Data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu suatu metode dengan
cara menganalisa data dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya untuk
memperoleh analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang
terkumpul selanjutnya dianalisa dengan metode deduktif, yaitu cara berfikit
yang berangkat dari Teoritik atau kaidah yang ada dalam penelitian ini
mengunakan teori efektivitas serta teori maslahat. Metode ini digunakan
untuk menganalisis bagaimana efektivitas dan maslahat dari kartu nikah
tersebut dalam peningkatan pelayanan dalam pencatatan perkawinan di era
digital. Data akan disimpulkan menggunakan induktif, yaitu data yang
diambil dari berbagai sumber sehinga dapat menyimpulkan pemahaman
tentang kartu nikah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini bisa terarah, sistematis dan saling berhubungan
satu bab dengan bab yang lain, maka sistematika penulisan penelitian dibagi
menjadi 5 (lima), yaitu:

Bab pertama ini berfungsi sebagai pola dasar dari isi tesis,
didalamnya mengandung uraian mengenai isi tesis, peneliti memberikan
wawasan ~ umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Melalui latar
belakang, dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian.

Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan



23

dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian
yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, karena penelitian ini membahas tentang kartu nikah yang
berpengaruh dalam peningkatan pelayanan pencatatan perkawinan, maka
penyusun berusaha mendeskripsikan pencatatan perkawinan dengan beberapa
sub bab, yaitu pengertian pencatatan perkawinan, dasar hukum pencatatan
perkawinan, sejarah pencatatan perkawinan, tata cara pencatatan perkawinan
di Indonesia, dan akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan di
Indonesia. Selanjutnnya pemaparan tentang pengetian SIMKAH serta tujuan
dan manfaat SIMKAH.

Bab ketiga, menjelaskan tentang hasil penelitian terkait efektivitas dan
maslahat kebijakan program Kartu Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Depok Kabupaten Sleman dengan beberapa sub bab, yaitu: gambaran umum
Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, dan program
kartu nikah di era digital.

Bab keempat, berisikan analisis efektivitas dan maslahat kartu nikah di
era digitat dengan beberapa sub bab, yaitu: analisis efektivitas kebijakan
program kartu nikah di era digital dan analisi maslahat kartu nikah di era

digital.



24

Bab kelima, merupakan penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan
dari hasil penelitian dan saran-saran. Pada bagian akhir ini dilengkapi dengan

daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan oleh
penyusun pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan
sebagai jawaban dari pokok masalah:

1. Efektivitas kebijakan program kartu nikah di KUA kec. Depok, sesuai
wawancara dan observasi yang peneliti lakukan adalah sudah berhasil
dan berjalan sesuai perencanaan. Berdasarkan data jumlah penerima
kartu nikah di KUA Kec. Depok adalah sangat efektif, karena seluruh
pasangan pengantin yang di menikah di awal februari tahun 2019 hingga
saat ini telah 100% menerima kartu nikah dan diberikan langsung
setelah akad nikah selesai. Apabila dilihat dari nilai ekonomis kartu
nikah ini sangatlah terjangkau yakni hanya Rp. 680. dana yang
digunakan ialah dari pembayaran tambahan bagi pasangan pengantin
yang menikah di luar kantor KUA atau di luar jam kerja KUA. Sehingga
dengan dana yang sangat ekonomis tersebut juga dapat dikatakan
efektif. Serta apabila dilihat dari pembagian kerja yang nyata, sesuai
dengan tupoksi masing-masing pegawai telah mampu bekerja dan
bertangung jawab terhadap program kartu nikah ini. Karena sebelum
program ini diluncurkan para pegawai KUA telah mengkuti pelatihan-
pelatihan terkait pelaksanaan program kartu nikah ini, hal ini agar
seluruh pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan baik dan bertanggung

jawab.

94
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2. Melalui konsep maslahat dan maqashid syari’ah, sangatlah jelas kartu
nikah sebagai bentuk pencatatan perkawinan terbaru yang inovatif
sehingga memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan itu
sendiri dan terhadap anak-anak yang akan lahir nantinya. Program kartu
nikah di era digital jika dilihat dari aturan/hukumnya dapat
mendatangkan kemaslahatan karena adanya kritetia tidak bertentangan
dengan syariah, serta fungsi dan manfaatnya bisa dimengerti oleh
masyarakat. Dan juga adanya kriteria menghilangkan kesulitan yaitu
mudah dibawanya kemana-mana, tidak mudah rusak dan memudahkan
siapa saja untuk mengetahui informasi pernikahan, maka sudah
seharusnya kartu nikah ini nantinya menjadi bagian penting yang
dikembangkan dan digunakan di era digital ini agar menjadi lebih baik
lagi. Maslahat di era digital tersebut diantaranya dengan adanya barcode
atau Qr Code yang ada di kartu nikah tersebut yang apabila kita scan
dengan menggunakan Smartphone atau Hp akan langsung terhubung ke
SIMKAH web itu sendiri yang berisi data lengkap yang terkait
informasi pernikahan tersebut.

B. Saran
Berdasarkan hasil dari penelitian serta kesimpulan yang telah
dijelaskan diatas, maka penyusun memeliki beberapa saran dalam
peningkatan efektivitas dan maslahat kebijakan program kartu nikah

berdasarkan penelitian penyusun yang berjudul Efektivitas Dan Maslahat
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Kebijakan Program Kartu Nikah Di Era Digital (Studi Di Kantor Urusan

Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman) sebagai berikut:

1.

Perlunya memberikan sosialisasi mengenai program kartu nikah, agar
masyarakat memahami fungsi dan manfaat dari kartu nikah tersebut seta
membuat masyarakat supaya tertarik atau menikah di KUA secara
resmi, sehingga dapat mengurangi pernikahan sirri nantinya.

Kementerian Agama Kabupaten Sleman hendaknya selalu berupaya
untuk melakukan perbaikan untuk permasalahan pada pelaksanaan kartu
nikah dengan cara melakukan evaluasi secara berkala antara operator
SIMKAH dengan pihak dinas terkait, sehingga ketika ada permasalahan

dilapangan dapat segera diselesaikan.
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KEMENTERIAN AGAMA R.L.
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Jalan M. H. Thamrin No. 6, Jakarta 10340 Huting : (+6221) 3812871
Telepon : (+6221) 31924509 - 3193056 - 3920774 Ext. : 376 Fax : 3800175
Website : www.bimasislam kemenag.go.id e-mail : bimasislam@kemenag.go.id

PO.BOX. 3733 JKP 10037

Nomor  : B.047/DJ.IIL1I/P.01/01/2019 Jakarta, 7 Januari 2019
Sifat : Penting

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Prihal : Pemberian Kartu Nikah

Kepada Yth.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi se-Indonesia

Assalamualaikum Wr. Wh.

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 693 Tahun 2018 tentang Pemberian Kartu Perkawinan pada tanggal 26 Nopember
2018, dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kartu Nikah merupakan dokumen bukti tambahan suatu perkawinan yang diberikan kepada
pasangan nikah bersamaan dengan pemberian buku nikah;

2. Pemberian Kartu Nikah diutamakan kepada pasangan yang menikah pada tahun berjalan, dan
diberikan hanya satu kartu untuk satu pasangan nikah;
3. Pemberian Kartu Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang telah

ditetapkan sebagai projek percontohan sebagaimana tertera dalam lampiran;

4. Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi agar dapat mensosialisasikan
Surat ini kepada Satuan Kerja terkait di wilayah Saudara untuk dapat dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

D
& pkss pﬁ@nmadlyah Amin



KEMENTERIAN AGAMAR.I
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT

ISLAM
Jalan Mil. Thamrin No.6 Jakarta 10340 Hunting : (+6221)
3812871
Telepon : (+6221) 31924509 -3193056- 3920774 Ext. : 376 Fax :
3800175
Website : www.bimasislam.kemenang.go.id ; e-mail :

bimasislam(@kemenag.go.id
PO. BOX 3733 JKP 10037

Jakarta, 12 November 201 8
NomorB. 4708/DJ . 111. 11. 2/HM. 00/11/2018
Lampiran: -
Sit-at : segera
Perihale Pemberlakuan Aplikasi SIMKAH berbasis Web

Kepada Yth.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Up. Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan
Syariah/

Bimbingan Masyarakat Islam/Bimas Islam dan
Penyelenggaraan Ibadah Haji Se-lndonesia

Assalamu'alaikum. Wr. WI)

Sehubungan telah dilaksanakannya Launching
Aplikasi SIMKAH berbasis Web oleh Menteri Agama Republik
Indonesia pada tanggal 8 November 2018, serta dalam
rangka peningkatan kualitas layanan masyarakat pada KUA
Kecamatan, kami sampaikan kepada Sauclara untuk
melakukan langkah-langkah sebagai berkut

1. Mengintruksikan kepada Jjajaran KUA Kecamatan di
wilayah Saudara untuk segera memberlakukan penggunaan
aplikasi SIMKAH berbasis Web;

2. Bagi KUA Kecamatan vyang belum memiliki akses
internet maka pengelolaan administrasi Nikah Rujuk
menggunakan komputer berbasis desktop;

3. Tidak menggunakan Aplikasi layanan vyang tidak
memiliki izin/rekomendasi Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam;



4. Mengoptimalkan tenaga fasilitator yang ada,
terutama yang telah mengikuti Bimbingan Teknik bagi
fasilitator pada tanggal 8 Sd 10 November 2018.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk

dapat dipedomani, atas perhatian dan kerjasama Saudara
kami ucapkan terima kasih.




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

Alamat : JI. Marsda Adrsuc;pto Teip (0274)512840 Fax.(0274)545614
DAS] J ! Yogyakarta 55281

Nomor
Lampiran
Hal

Kepada

- B-& gUn.02/DS.1/PG.00/ 3 /2019 26/03/2019
. 1 (satu) bendel
: Permohonan Izin Riset

Yth. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DEPOK, SLEMAN
JI. Raya Tajem No. KM 1,5 Denokan, Maguwoharjo, Kec.
Depok, kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamui’alaikum Wr. Wh.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan
Tesis dengan judul :

EFEKTIVITAS DAN MASLAHAT KEBIJAKAN PROGRAM KARTU NIKAH DI
ERA DIGITAL (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok kabupaten Sleman)

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Ijat Abdul Kodir Ghani,

NIM : 17203010070

Program Studi : Hukum Islam

Semester : 3 (tiga)

Alamat Asal - JI. Meranti No.66 Panarung kec. Pahandut kota Palangka

Raya, Kalimantan Tengah

Alamat di Yogyakarta : JI. Cabe 1 dukuh kembang depan masjid Al-ikhlas, desa

maguwoharjo, kec. Depok, kab. Sleman, DIY.

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama Depok

Metode pengumpulan data: lapangan (Wawancara, dokumentasi, dan observasi)

Adapun waktunya mulai tanggal 7 Januari 2019.s/d 30 April 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau’ alaikum Wr. Wb.

Tanda tangan diberi tugas

,’f{
(Ijai Abdul kodir Ghani)

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

a.n. Dekan,

ke Ridang Akademik




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DEPOK
J1. Raya Tajem Km.1, Denokan, Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten
Sleman, DIY

SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : Eko Mardiono, S.Ag. M.SL
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Depok
Menerangkan bahwa :
Nama : [jai Abdul Kodir Ghani
NIM : 17203010070
Pekerjaan : Mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Jalan Cabe 1 Dukuh Kembang Depan Masjid Al-Ikhlas, Desa

Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman DI'Y

Telah melaksanakan wawancara dan penelitian dalam rangka mencari data-data yang
diperlukan untuk penyusunan tesis yang berjudul: “Efektivitas Dan Maslahat Kebijakan
Program Kartu Nikah Di Era Digital (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok

Kabupaten Sleman)”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Yogyakarta, 24 5un' 2019
Mengetahui

== X /},",)
ko-Matdjono, S.Ag. M.SI.
?221'0318 199603 1 001

el



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARP’AH DAN HUKUM

DID Alamat : JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
http://syariah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA
Nama : on\r\«\qk lSen el
Tempat, dan Tanggal Lahir : [Kebumen , 2 Juac 932
Profesi : Pef\j‘us«ﬂ\ oo Qabine KUA ) \awi | kemencg oy
Alamat Fo)L M\j;\aa ~Ne g chj akacka

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan kartu nikah dalam
rangka penyusunan tesis yang berjudul: Efektivitas Dan Maslahat Kebijakan Program
Kartu Nikah Di Era Digital (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok
Kabupaten Sleman), oleh:

Nama : Ijai Abdul Kodir Ghani

Nim : 17203010070

Semester =3

Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Alamat : Jalan Cabe 1 Dukuh Kembang Depan Masjid Al-Ikhlas, Desa

Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman DIY

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARPAH DAN HUKUM

IO Alamat : JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
hitp://syarah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA
Nama : EN* i U\)f/\f\(lmr\o\‘ S;Afj _
Tempat, dan Tanggal Lahir : £ lem an, |4 Joni 1962-
Profesi ; P‘f ﬂg\f\ ala
Alamat D ekl w2y Pt Mogy\teckea

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan kartu nikah dalam
rangka penyusunan tesis yang berjudul: Efektivitas Dan Maslahat Kebijakan Program
Kartu Nikah Di Era Digital (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok
Kabupaten Sleman), oleh: :

~ Nama : Tjai Abdul Kodir Ghani
Nim : 17203010070
Semester i
Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jalan Cabe 1 Dukuh Kembang Depan Masjid Al-Ikhlas, Desa

Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman DIY

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,...l..?....(.\./.\f.‘.(fg ..... 2019




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

Alamat : Ji. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
hitp://syariah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA
Nama : Q)«»‘@,«K tke Macdiong, SA;. M.t
Tempat, dan Tanggal Lahir @Qm\)mng, 1@ Macek 197
Profesi : k<egaka Kuna O»agc,\@
Alamat : C?\e\o\c:? et /(.w. oo%q,g p}\)\ﬁ(&ﬁr\ . c:aoj,\’—cingan
S\Q(Y\o\f\ 5

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan kartu nikah dalam
rangka penyusunan tesis yang berjudul: Efektivitas Dan Maslahat Kebijakan Program
Kartu Nikah Di Era Digital (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok
Kabupaten Sleman), oleh:

 Nama : Tjai Abdul Kodir Ghani
Nim : 17203010070
Semester g
Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jalan Cabe 1 Dukuh Kembang Depan Masjid Al-Ikhlas, Desa

Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman DIY

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARPAH DAN HUKUM

Alamat : JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
hitp//syariah.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA
Nama . Sac oy,
. i O \
Tempat, dan Tanggal Lahir : “Te\u© \C{a\cu(\ 9 yoL ju\\ v 966
Profesi P @feogolah daka
Alamat 3 ) Qﬂ?K{l\OC) Seart \f\o\[j o (Q Q?c;\é , < ( e Maon .

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan kartu nikah dalam
rangka penyusunan tesis yang berjudul: Efektivitas Dan Maslahat Kebijakan Program
Kartu Nikah Di Era Digital (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok
Kabupaten Sleman), oleh:

Nama : Jjai Abdul Kodir Ghani

Nim : 17203010070

Semester : 3

Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Alamat : Jalan Cabe 1 Dukuh Kembang Depan Masjid Al-Ikhlas, Desa

Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman DIY

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.




1)

2)

3)

4)

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

DATA INFORMAN:

Nama : Rokhmat Ismail

Jabatan : Penyusun Bahan Pembinaan KUA
Instansi . Kanwil Kementerian Agama
Waktu : 8 Maret 2019 (09.00-11.00)

Pedoman Wawancara dengan Informan Kunci (Pelaksana Kebijakan)
Kebijakan

Kapan kartu nikah launching pertama di DIY ?

Jawaban : bulan Desember 2018

Melalui kebijakan program dari kartu nikah tersebut di era digital ini, apa tujuan yang
ingin dicapai ?

Jawaban : Memberikan bukti ikatan perkawinan yang mudah dibawa dalam dompet.
Apa alasan pertimbangan dipilihnya kartu nikah tersebut di era digital ini?

Jawaban : Praktis mudah dibawa, dan terdapat QR-Code yang bisa dibaca dgn scanner,
hasilnya informasi pencatatan perkawinan org yg ada pada kartu Nikah tsb

Ada berapakah kantor urusan agama di DIY yang sudah menjalankan program
kebijakan kartu nikah tersebut ? Sebutkan !

Jawaban : Sudah bagi KUA ada printer ID Card. (di Kabupaten Sleman, Bantul dan

Kota Yogyakarta)



b. Stuktur

1)

2)

Bagaimana mekanisme prosedur (Standard Operating Procedures) dalam pelaksanaan
kebijakan program kartu nikah tersebut?

Jawaban : Catin daftar nikah (bisa dilakukan online) atau datang langsung di KUA »
input data identitas catin pada Simkah » Pemeriksaan berkas » jika memenuhi
syarat maka » Cetak Berita Acara pemeriksaan + Akta Nikah + Buku Nikah +
Kartu Nikah » Pelaksanaan akad nikah » Penyerahan Buku Nikah dan Kartu
Nikah

Apakah kebijakan program kartu nikah tersebut memenuhi kepentingan masyarakat di
era digital ini ?

Jawaban : Yes, nilai digital Kartu nikah lebih plus dari KTP, dengan Scanner QR-code

maka dapat terbaca Pencatan Nikah ybs. Seperti ini

Is:a8 o o S ol O —

B ERA N DA [ ]

Celk Normor Perforasi

==

-
Nomor Perforasi : 10585209 /

FlorTiese = nTosas=>9
Porporasi
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3)

4)

1)

Dari manakah sumber dana tersebut untuk melaksanakan kebijakan program kartu
nikah ini? Apakah sebelumnya telah ditetapkan dalam anggaran?

Jawaban : Sumber dana berasal dari APBN TA 2018. “Sudah”. Mekanisme
penganggaran Software dan Kartu Nikah ditempatkan pada Ditjen Bimas Islam
Kementerian Agama sedangkan pengadaan sarana printer ID Card ditempatkan pada
Satker Kankemenag Kabupaten/Kota (belum semuanya mendapatkan alokasi anggaran
pengadaan printer ID Card).

Dalam pembentukan kebijakan program kartu nikah ini, adakah Pemerintah pusat
melakukan tindakan sosialisasi bahwa ada kebijakan yang mengatur tentang
pelaksanaan kegiatan tersebut kepada kepala KUA kecamatan? Ada/tidak

Jawaban : “Ada”. Penjelasan : Sosialisasi dilakukan berjenjang Oleh Ditjen Bimas
Islam Pusat kepada seluruh Kanwil Kementerian Agama Proinsi, yang selanjutnya
mensosialisasikan kepada Kankemenag Kabuopaten/Kota dan Kepala KUA beserta
jajarannya, disertai dengan Bimbingan Teknis penggunaan SIMKAH WEB, sejak
tanggal 13 Mei 2018

Masalah dan Prospek

Kendala apa saja yang dihadapi pada saat persiapan hingga pelaksanaan kebijakan
program kartu nikah ini?

Jawaban :

Persiapan : Utk Pusat yaitu penyusunan program aplikasi yang perlu perbaikan sesuai
yang dibutuhkan KUA. Utk Daerah bahwa operator simkah yang lama terlanjur enjoy

dgn simkah desktop merasa enggan menggunakan simklah web.



b.

C.

2)

1)

2)

3)

Kendala koneksi internet, yaitu utk KUA tertentu terkendala jaringan internet
Kendala Sarana prasarana komputer/laptop belum seragam dalam mendukung aplikasi
simkah web.

Apakah monitoring dan evaluasi sudah pernah dilakukan? (Berapa kali nantinya dalam
monitoring dan evaluasi dalam1 tahun ?)

Jawaban : Sudah pernah,

Evaluasi Kolosal bersama di Kanwil 2 kali.

Evalusi langsung saat supervisi layanan KUA.

. Pelaksanaan (hanya tambahan boleh dijawab atau tidak)

Apakah kartu nikah tersebut langsung bisa didapatkan setelah dilaksanakannya akad
nikah? Jika belum, berapa lama perkiraan kartu nikah tersebut diberikan ?
(Iminggu,2minggu, 1 bulan, 2 bulan, "isi sendiri" ................ )

Jawaban : Untuk KUA yang sudah tersedia printer ID card yaitu di Kabupaten Sleman
Bantul Kota Yogyakarta layanan Kartu Nikah diberikan bersamaan dengan Buku
Nikah. Sedangkan KUA yang di Kulonprogo dan Gunungkidul belum tersedia
material/bahan dan printer 1D Card.

Apakah yang menikah poligami (lebih dari satu istri) akan mendapatkan kartu nikah
lebih dari satu ? Ya/tidak

Jawaban : belum ada laporan terkait poligami yang meminta kartu nikah, jadi belum
dapat memberikan jawaban.

Bagaimanakah proses pengurusan kartu nikah apabila hilang?



4)

5)

6)

7)

Jawaban : Laporan ke Polisi bahwa kartu Nikah Hilang kemudian ke KUA maka
setidaknya akan diberikan file pdf QR-code Kartu Nikah ybs. Fungsi QR-code akan
sama dengan QR-code pada kartu yang hilang.

Apakah kartu nikah hanya diperuntukan untuk agama islam saja ? Ya/tidak

Jawaban : sesuai dengan namanya “Kartu Nikah” maka hanya untuk agama Islam dan
Inovasi ini baru terdapat pada Unit Direktorat Jenderal Bimas Islam. Sedangkan untuk
selain agama Islam dikenal dengan istilah Kawin, nah terkait Kartu Kawin, masih
menunggu Kebijakan dari Direktorat Jenderal terkait

Bagaimana kartu nikah jika nantinya pasangan menikah tersebut melaksanakan
perceraian ?

Jawaban : QR-code Kartu nikah jika dibaca akan menginformasikan bahwa pasangan
tersebut telah bercerai.

Apakah fungsi kartu nikah dapat menggntikan e-ktp ? Misal untuk pembuatan rekening
di bank. Ya/tidak

Jawaban : Fungsi kartu nikah adalah untuk memberikan informasi tentang pencatatan
nikah seseorang, sedangkan KTP adalah sebagai identitas kependudukan. Meskipun di
KTP dicantumkan status kawin, tetapi nama pasangannya belum dicamtumkan. Nah
dengan Kartu Nikah maka bisa diketahui nama pasangannya serta validitas status
pernikahannya, hal ini juga untuk mengantisipasi adanya buku nikah palsu mengingat
ada KUA yang dibobol pencuri yang mengincar Buku Nikah.

Apakah ada biaya tambahan untuk kartu nikah bagi yang menikah di tahun 2019 ?

Ya/tidak, sebutkan !



8)
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Jawaban : Tidak ada biaya tambahan untuk catin yang mulai menikah sejak

diberlakukannya Kartu Nikah, selama sarana-prasarananya tersedia.

Bagaimana progres penggunaan aplikasi Simkah Web di DIY ?
Jawaban :
Progres Simkah Web di DIY shb.

Progres Penggunaan Simkah Web sampai hari ini.
KUA yang belum menggunakan Simkah Web :

KUA Turi, Sleman.
KUA Kalibawang, Kulonprogo.

KUA Saptosari, Gunungkidul.
KUA dengan entry Simkah Web dibawah 15 catin :
Kabupaten Bantul : KUA Kretek, KUA Pundong, KUA Sedayu,dan KUA Srandakan.

Kota Yogyakarta : KUA Kotagede.

Kabupaten Sleman : KUA Cangkringan dan KUA Pakem.

Kabupaten Kulonprogo : -

Kabupaten Gunungkidul : KUA Gedangsari, KUA Girisubo, KUA Ngawen, KUA Nglipar, KUA
Patuk, KUA Ponjong, KUA Rogkop dan KUA Tepus.
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DAFTAR PERTANYAAN

DATA INFORMAN:
e Nama : Eko Mardiono, S.Ag., MSI
e Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Depok.
e Instansi : Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok.
e Waktu : Jumat, 29 Maret 2019. Pukul 09.00-09.30 WIB
2. Pedoman Wawancara dengan Informan Kunci (Pelaksanan Kebijakan)
e. Pelaksanaan Kartu nikah
5) Perangkat keras apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan program kartu
nikah ?
Jawaban : Perangkat yang digunakan tentunya komputer, CPU, selain
komputer juga menggunakan Laptop dan printer. Printer ini khusus untuk
kartu nikah dan berbeda dengan printer biasa.
6) Perangkat lunak apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan program kartu
nikah ?
Jawaban : Aplikasi simkah web, ya cuma satu itu seluruh KUA se indonesia
menggunakannya. Aplikasi ini khusus di KUA dan didalamnya ada
langsung sistem yang digunakan untuk memprint kartu nikah.
7) Siapa yang mengelola dalam pelaksanaan program kartu nikah ?
Jawaban : Operator SIMKAH dan penghulu

8) Apa tujuan pelaksanaan program dari kartu nikah ?



9)

Jawaban : Tujuan Kartu Nikah ini untuk mendukung dalam memberikan
bukti ikatan perkawinan yang mudah dibawa dalam dompet, praktis dan
terdapat QR-Code yang bisa dibaca dengan Scanner, hasilnya dapat melihat
informasi pencatatan perkawinan orang yang ada pada kartu nikah tersebut,

serta meningkatkan pelayanan pernikahan.

Apa manfaat dari program kartu nikah bagi masyarakat ?

Jawaban : . Untuk memudahkan menujukan bukti menikah di tempat-
tempat umum. Ya Kalo buku nikahkan terbatas, kalo untuk keperluan akta
kelahiran bisa menggunakan buku nikah di DUKCAPIL. Tapi kalo Kartu

nikahkan lebih simpel dibawa kemana-mana.

ya itu sebagai bukti yang mudah di bawa kemana-mana.

10) Apakah manfaat yang didapat bagi KUA dari program kartu nikah ini ?

Jawaban : ya dapat dengan mudah melihat bukti nikah dari kartu nikah itu,
ketika orang baru menikah dan melihat dari barcode tersebut, data-data bisa

dengan mudah dilihat.

11) Apasaja yang menjadi faktor penghambat dari pelaksanaan program dai

kartu nikah ?
Jawaban : Ini dari jaringan internet., jadi karena itu kadang connect
kadang juga tidak. Kadang cepet dan kadang juga lambat. Nah itu yang

pertama internet yang tidak stabil. selanjutnya kedua server SIMKAH



WEB yang susah, kadang kala karena banyak yang menggunakan seluruh

indonesia sehingga menjadi agak lambat ketika ingin menginput data.

12) Apakah ada spesifikasi khusus dari kartu nikah untuk menhindari
pemalsuan kartu nikah nantinya ?
Jawaban : ya itu ada kodenya, ada kode korporasinya dan ada barcode itu

yang bisa langsung di cek.

13) Ada berapa staf khusus yang mengoperasikan program kartu nikah tersebut

?

Jawaban : Ada dua. Dari Operator SIMKAH dan Penghulu.

f. Kualitas pelaksanaan
1) Bagaimana pengelolaan program kartu nikah ?
Jawaban : Ya sudah maksimal, sejauh ini di KUA depok pelaksanaan
program kartu nikah berjalan sejak bulan Februari, jadi yang menikah di
bulan februari sampai sekarang itu mereka akan langsung mendapatkan
kartu nikah. Namun juga ada beberapa yang tidak berhasil itu karena tidak

dapat dientry. Rupanya ada masalah di NIK calon pengantinnya.

2) Apakah dalam pelaksanaan program kartu nikah pernah mengalami
kerusakan baik kartu maupun printer ?
Jawaban : Belum. Sejauh ini berjalan baik dan tidak ada kerusakan baik

dikartu nikahnya maupun di printernya.



3) Apakah kualitas program kartu nikah di Kantor Urusan Agama ini sudah
memenuhi sesuai standar Nasional ?
Jawaban : sudah, ini kan sebenarnya kelanjutan dari program SIMKAH
Web itu sendiri untuk mencetak. Pertama ya kartu nikah, buku nikah, akta
nikahnya, lembar pengesahan nikah dan lain-lain. Sementara ini baru

dicetak kartu nikahnya.

g. Pelatihan khusus
1) Apakah ada pelatihan khusus untuk pegawai yang menyelenggarakan
program kartu nikah ?
Jawaban : Ada BIMTEK (Bimbingan Tekhnis), sudah 2 kali pelatihan
tersebut dilakukan operator khusus SIMKAH dan penghulu.
h. Tambahan
1) Apakah yang menikah sebelum munculnya Kartu nikah nantinya akan
mendapatkannya ?
Jawaban : Untuk sementara mereka belum mendapatkannya. Nanti ada
info khusus lagi. Sekarang untuk di KUA depok hanya dari bulan februari

sampai sekarang.



DAFTAR PERTANYAAN

DATA INFORMAN:

¢ Nama

: Budi Wardana, S.Ag.

e Jabatan :Penguhulu KUA Kecamatan Depok.

e Instansi : Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok.

e Waktu

: Jumat, 29 Maret 2019. Pukul 09.30-10.00 WIB

1. Pedoman Wawancara dengan Informan Kunci (Pelaksana Kebijakan)

a. Pelaksaaan

1)

2)

3)

4)

Apa saja faktor penghambat dari pelaksanaan SIMKAH dan Kartu nikah ?
Jawaban : Faktor kendalanya, ya dari jaringan internet dan akses server ke
SIMKAH itu sendiri. Karena banyaknya yang menggunakan sehingga
menyebabkan lambat dan sulit untuk digunakan

Untuk mencetak kartu nikah tersebut butuh berapa ?

Jawaban : kalo print atau mencetaknya cepet kog, paling 2-3 menit lah,
sudah selesai.

Apa alat printet untuk mencetak kartu nikah tersebut, sama dengan
mencetak kertas ?

Jawaban : tidak sama, printer yang digunakan ini khusus mereknya
MAGICARD tipe Enduro3E.

Apakah KUA Depok juga mencetak kartu nikah bagi pengantin yang

menikah sebelum tahun 2019 ?



Jawaban : tidak, kami mencetak hanya dari calon pengantin yang menikah
dari bulan februari 2019 dan seterusnya.
5) Apakah pelaksanaan Kartu nikah di KUA Depok sudah berjaln efektif ?

Jawaban: ya, sudah berjalan efektif.



DAFTAR PERTANYAAN

DATA INFORMAN:

Nama : Bapak Sarmuji

Jabatan : Pengolah data/ Operator SIMKAH KUA DEPOK

Instansi  : KUA kecamatan Depok

Waktu  : 30 April 2019 pukul 10.00-10.30 WIB.

Pedoman Wawancara dengan Informan Kunci (Pelaksana Kebijakan)

Pelaksanaan

1) Ada berapa komputer yang digunakan untuk pelaksaan SIMKAH dan Kartu
Nikah ?

Jawaban : Komputer yang digunakan ada 1 untuk menginput data lain dan 1

lagi untuk SIMKAH. Namun untuk pelaksanaan SIMKAH sendiri masih

menggunakan laptop pribadi, sebab sejauh ini KUA depok belum memiliki

dana menerima komputer untuk pengoperasian SIMKAH. Jadi untuk

menginput KUA Depok masih menggunakan laptop pribadi dan hanya 1

laptop, sehingga jika laptop ini rusak kami tidak kerja.

2) Apakah ada browser khusus yang untuk membuka SIMKAH itu sendiri ?

Jawaban: Browser yang digunakan umum, karena penggunaannya melalui

Web dari Kemenag. Jadi bisa melalui mozilla firefox atau google chrome aau

yang lainnya, lalu tulis Simkah kemenag di kolom pencarian.



3) Berapa jumlah kartu nikah yang diterima kua depok dari kanwil kota
yogyakarta ?
Jawaban : KUA Depok menerima bahan baku untuk Kartu nikah sebanyak
830 buah.

4) Apakah di kua depok telah mendapatkan fasilitas pokok untuk menunjang
simkah seperti finger scan,kamera digital dan signature digital ?
Jawaban : KUA depok untuk fasilitas pokok sendiri belum lengkap, KUA
depok baru menerima printer untuk kartu nikah saja. Jadi alat yang
digunakan masih jadul. Sebenarnya dari dirjen BIMAS mengharuskan
adanya Barcode, untuk scan dll, tapi sampai sekarang belum terealisasi.

5) Apakah pelaksanaan SIMKAH dan kartu nikah sudah efektif ?
Jawaban : untuk pelaksanaanya sudah berjalan efektif hampir 100%, namun
peralatannya belum lengkap.

6) Sejauh ini apakah sudah ada pemberitahuan untuk evaluasi program kartu
nikah dari kemenag ?
Jawaban : belum ada, sebenarnya dari kami masih ada beberapa hal yang
masih belum di mengerti.seperti halnya penginputan data, jika data sudah
terlewat maka kami sudah tidak bisa lagi merubah data tersebut. Sehingga
seharusnya memudahkan tapi malah mempesulit dan ini akan kami ajukan
nanti di evaluasi kerja.

7) Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan program kartu nikah ?



Jawaban : pertama, server SIMKAH WEB , terlalu lambat digunakan.
Sehingga saat kerjaan banyak namun server sulit dibuka, hal tersebut
menghambat kerja kami. Untuk dapat menggunakan simkah web hanya dari
jam 08.00-12.00 selebihnya sudah tidak bisa digunakan. Dalam sehari hanya
bisa menginput data sebanyak 3 data saja.

Kedua, jaringan internet pernah jadi faktor penghambat, namun setelah kami
ganti menjadi Indihome yang kecepatanya diatas 20 mbps. Tapi ternyata
yang menjadi faktor penghambat paling inti adalah server simkah webnya.
Ketiga kesulitan penginputan data NIK yang bermasalah. Sebab NIK yang
digunakan bukan hanya calon pengantin saja melainkan dari wali juga. Jadi
sejauh ini jika ada NIK yang bermasalah kami tidak bisa mencetak kartu
nikah. Dan juga jika tidak ada no telepon juga tidak bisa dicetak kartu

nikahnya.



DAFTAR PERTANYAAN KEPADA RESPONDEN

1. Apakah Bapak/lbu telah mengetahui terkait informasi program kartu nikah?
2. Apakah program kartu nikah dapat langsung dirasakan manfaatnya?

3. Bagaimana pendapat Bapak/lbu terhadap program kartu nikah?



LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Penyusun dan pembina KUA dari Kanwil Kemenag
DIY.

2. Wawancara dengan kepala KUA Kec. Depok Kab. Sleman beserta
penghulu dan operator.







A. Identitas Diri
Nama
Tempat, Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Agama
Alamat Asal

Alamat di Yogyakarta

Email

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:

CURRICULUM VITAE

. ljai Abdul Kodir Ghani, S.H.

. Palangka Raya, 10 Juli 1995

: Laki-Laki

> Islam

: Jalan Meranti No. 66 Rt/Rw: 001/006 Kelurahan
Panarung Kec. Pahandut kota Palangka Raya
Kalimantan Tengah

: JI. Cabe 1, kost putra, depan masjid Al-lkhlas
Kembang, Desa Maguwoharjo, Kec. Depok
kab.Sleman DIY

> ijal.akghani@gmail.com

a. MIN MODEL PAHANDUT PALANGKA RAYA Tahun Lulus 2007

b. MTSN 1 PALANGKA RAYA Tahun Lulus 2010

c. SMA Negeri 1 MANONJAYA Tahun Lulus 2013

d. IAIC CIPASUNG TASIKMALAYA Fakultas Syari’ah, Jurusan Ahwal Al-
Syakhsiyyah (AS) Tahun Lulus 2017

e. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari’ah dan Hukum Program

Magister Hukum Islam Tahun Lulus 2019.

2. Pendidikan Non Formal:

a. Pondok Pesantren Riyadlul Muta’alimin Assyukardiyyah Tasikmalaya Tahun 2010-

2017.



C. Riwayat Pekerjaan
1. Tenaga Pengajar Ponpes Riyadlul Muta’alimin Assyukardiyyah Tasikmalaya 2015-
2017.

D. Training dan Pelatihan
1. Kursus Bahasa Arab — Ocean Arab, Pare, Kediri Tahun 2015
2. Kursus Bahasa Inggris — Mr. Bob course, dan Survival course Pare, Kediri Tahun 2017
3. Pendidikan Khusus Profesi Advokat Fakultas Hukum Ull Yogyakarta Angkatan 47
Tahun 2019.

E. Pengalaman Organisasi
1. Wakil Ro’is Pondok Pesantren Riyadlul Muta’alimin Assyukardiyyah Tasikmalaya
2015-2017.

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

-

—

IJAl ABDUL KOD/IR GHANI, S.H



	HALAMAN JUDUL
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	SURAT PERSETUJUAN TESIS
	HALAMAN PENGESAHAN
	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
	MOTTO
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan dan Kegunaan
	D. Telaah Pustaka
	E. Kerangka Teoretik
	G. Sistematika Pembahasan

	BAB V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN-LAMPIRAN



